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Abstrak
 

Dalam suatu proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, fase penanganan awal merupakan

fase yang paling krusial, karena merupakan fase yang sangat penting dalam menentukan “nasib” tersangka,

apakah akan ditahan, direhabilitasi atau dibebaskan. Pada fase ini juga terjadi penggunaan diskresi yang

paling intensif oleh Penyidik Polri, yaitu ketika Penyidik Polri menggunakan kewenangannya untuk

mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab atau bertindak menurut penilaiannya

sendiri sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Berdasarkan hasil penelitian

tahap pertama dengan menggunakan metode survei terhadap 124 Penyidik Polri, diketahui bahwa Penyidik

Polri memang masih tidak konsisten dalam penggunaan kewenangan diskresinya. Setelah dilakukan

penelitian tahap kedua dengan menggunakan metode empiris, diketahui bahwa penggunaan diskresi oleh

Penyidik Polri hanya mempedomani ketentuan yang tertulis dalam KUHAP dan Undang-Undang

Kepolisian, dan kurang mempedomani teori dasar diskresi sebagaimana dikemukan oleh para ahli hukum

yang pada intinya menegaskan bahwa diskresi adalah merupakan ide atau gagasan tentang moral, yang letak

kedudukannya ada pada zona abu-abu antara hukum dan moral, dalam penggunaan diskresi semestinya lebih

mengutamakan pertimbangan moral daripada pertimbangan hukum, dan harus mendasarkan pada akal sehat

serta itikad baik. Akibatnya, penggunaan diskresi oleh Penyidik Polri cenderung lebih mengejar kepastian

hukum dari pada mewujudkan keadilan, lebih mengutamakan pertimbangan hukum dari pada pertimbangan

moral, dan cara berpikirnya lebih berorientasi pada hukum positif dari pada hukum alam. Hal itulah yang

diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya kelebihan hunian di Rutan dan Lapas di seluruh Indonesia.

Ketika hasil penelitian empiris dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode normatif, diketahui

bahwa pengunaan diskresi oleh Penyidik Polri dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek hukum atau

perundang-undangannya, aspek aparat penegak hukumnya, sarana pendukung penegakan hukumnya,

maupun kondisi masyarakat dan budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, agar penggunaan diskresi oleh

Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi lebih baik, maka perlu

dilakukan upaya penataan ulang terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi tersebut.

......In the process of investigating crimes of narcotics abuse, the initial handling phase is the most crucial

phase, because it is a very important phase in determining the "fate" of the suspect, whether they will be

detained, rehabilitated or released. In this phase, the most intensive use of discretion by the Indonesian

National Police Investigators also occurs, namely when the Indonesian National Police Investigators use

their authority to carry out other actions according to the law that are responsible or action according to their

own judgment as regulated in the Criminal Procedure Code and the Police Law. Based on the results of the

first stage of research using a survey methode of 124 National Police Investigators, it is known that
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Indonesian National Police Investigators are still inconsistent in the use of their discretionary authority.

After carrying out the second stage of research using empirical methods, it was discovered that the use of

discretion by Indonesian National Police Investigators only guided the provisions written in the Criminal

Procedure Code and the Police Law, and did not follow the basic theory of discretion as put forward by legal

experts who essentially emphasized that discretion is moral ideas, which are located in the gray zone

between law and morals, in the use of discretion should prioritize moral considerations over legal

considerations, and must be based on common sense and good faith. As a result, the use of discretion by

Indonesian National Police Investigators tends to pursue legal certainty more than realizing justice,

prioritizes legal considerations over moral considerations, and their way of thinking is more oriented

towards legal positivism than natural law. This is thought to be one of the causes of excess in detentions and

prisons throughout Indonesia. When the results of the empirical research were analyzed further using

normative methods, it was discovered that the use of discretion by Indonesian National Police Investigators

was influenced by various factors, such as legal or statutory aspects, aspects of law enforcement officers,

supporting facilities for law enforcement, or the condition of society and the culture of the community.

Therefore, in order for the use of discretion by Indonesian National Police Investigators in investigating

crimes of narcotics abuse to be better, efforts need to be made to reorganize the various factors that

influence this.


